BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah Penulis uraikan pada bab-bab terdahulu,

maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Perbandingan perlindungan saksi di Indonesia dan Malaysia adalah

sebagai berikut:

a.

Persamaan - perlindungan saksi tindak pidana Money Laundering
dalam sistem hukum di Indonesia dan Malaysia antara lain adalah:
saksi tidak dapat dituntut perihal memberikan kesaksiannya dan
mendapatkan perlindungan identitas.

Law of Malaysia Act 613 Anti Money Laundering Act 2001 hanya
mengatur  perlindungan saksi pelapor, sedangkan di sistem
perlindungan saksi di Indonesia diberikan kepada saksi pelapor
maupun saksi biasa.

Law of Malaysia Act 613 Anti Money Laundering Act 2001 di
Malaysia telah mengatur tentang perlindungan identitas saksi pelapor

melalui media massa, sedangkan di Indonesia hal tersebut tidak diatur.

. Kelebihan perlindungan saksi di Indonesia antara lain adalah di

Indonesia saksi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya saksi
pelapor, melainkan juga termasuk saksi ahli, sedangkan di Malaysia
hanya mengatur perlindungan saksi pelapor. Perlindungan saksi di

Indonesia sampai pada tahap perlindungan pekerjaan, harta,
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keberadaan saksi, dan pelanggaran atas perlindungan saksi yang
dilakukan oleh korporasi. Kelebihan perlindungan saksi dalam sistem
hukum di Malaysia adalah dengan mengatur identitas saksi pelapor
bukan hanya di dalam persidangan melainkan penyebaran identitas
saksi pelapor dalam berbagai media massa.
Sumbangsih pemikiran perlindungan saksi tindak pidana money
laundering dalam sistem hukum nasional yang akan datang (ius
constituendum) yang dapat dirujuk dari Anti Money Laundering Act of
2001 (AMLA) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Dalam Pasal 6
ini diatur tentang identitas saksi pelapor yang tidak boleh diungkap oleh
siapapun dalam media apapun termasuk media publikasi dan/atau siaran
dalam surat kabar, radio, film, videotape, televisi atau media elektronik.
Dengan demikian perlindungan identitas saksi tidak hanya diberikan
dalam proses pemeriksaan persidangan saja, melainkan juga

perlindungan kerahasiaan identitas di media massa.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka saran atas pembahasan

perlindungan saksi tindak pidana Money Laundering dalam sistem hukum di

Indonesia dan Malaysia antara lain adalah:

1.

Malaysia dapat memperbaharui sistem hukumnya, salah satunya adalah
memberikan perlindungan saksi biasa dalam tindak pidana Money
Laundering sebagaimana bunyi Pasal 6 AMLA. Di Indonesia sendiri,

pada UU Perlindungan Saksi dan Korban hanya menerangkan bahwa
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identitas saksi dirahasiakan dan mendapatkan identitas baru namun
belum mengerucut mengenai bagaimana sanksi apabila identitas saksi
disebarkan melalui media massa.

Kinerja LPSK hingga saat ini belum terlalu signifikan, hal tersebut dapat
ditunjukkan dalam implementasi perlindungan saksi di lingkungan
Pengadilan. Alangkah lebih baiknya, apabila LPSK berintegrasi dengan
lembaga Kepolisian, hal ini dilandasi oleh Pasal 13 dan 14 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang telah mengatur

tentang kewenangan Kepolisian dalam hal perlindungan saksi.
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